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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengungkap tampakan penerapan sistem pelayanan satu pintu untuk
perizinan penanaman modal, dampak substantif dan kendala optimalisasi penerapannya di Prov.
Sulsel.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Diawali dengan mendeskripsikan berbagai
permasalahan pelayanan perizinan penanaman modal, dan kemudian menganalisisnya secara
kualitatif dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antarberbagai
bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan dianalisis secara deskpritif
sehingga selain mengungkapkan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam
penelitian ini.
Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa hal, yaitu kesatu, bentuk kelembagaan UPT-
BPMD Prov. Sulsel tidak ekivalen dengan lingkup fungsi dan kewenangan yang dikelolannya
yang mencakup perizinan (dan nonperizinan) di bidang dan juga di luar bidang penanaman
modal; pola perizinan paralel yang dilaksanakan masih pada tahap pengajuan berkas persyaratan
permohonan, belum sampai kepada tahap pemrosesan perizinan (dan non perizinan); persyaratan
perizinan yang dibakukan masih menonjolkan fungsi pengawasan dan kendali preventif. Kedua,
penerapan sistem pelayanan satu pintu dalam perizinan penanaman modal belum memberikan
dampak terhadap peningkatan kinerja investasi di Prov. Sulsel. Ketiga, kendala optimalisasi
penerapannya adalah adanya keterlambatan koordinasi dalam pelaksanaan survei dan pemberian
rekomendasi serta keterlambatan penandatanganan surat izin.
Abstract
This study aims to reveal the form of implementation of one-stop investment service
system, its impact and obstacles to optimize the substantive applicationof the system in South
Sulawesi Province.
This study was a descriptive analysis. It was commenced by describing the problems of
investment services, and analyzed qualitatively in the form of a systematic description to explain
the relationship between the various legal materials. All legal materials then were selected and
analyzed descriptively in order to deal with of the problems in this study.
The results of this study showed first, the institutional forms of UPT - BPMD of South
Sulawesi Province was not equivalent to the scope of its functions and powers to provide license
in and outside of investment. The lisence parallel pattern held still at the stage of filing, not to the
processing stage of licensing (and non-licensing). The standardized licensing requirements
furthermore was still highlight monitoring and controlling fucntion. Second, the implementation
of one-stop investment service system did not give an impact on investment performance
improvements in South Sulawesi Province. Third, the constraint of the implementation of the
investment system was the delay of coordination aspects of the implementation of the survey and
recommendation as well as the delay of the signing of the license .

